WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat :

1.

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 316
ayat (1) huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ..........



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan .......



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan .......



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Serang Nomor 39);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah Kota Serang(Lembaran Daerah
Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Serang Nomor 49) sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 99);

23. Peraturan ........



23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);

24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
20109.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
semula berjumlah Rp. 1.261.283.860.786,00 bertambah/(berkurang) sejumlah
Rp. 167.771.662.473,00 sehingga menjadi Rpl1.429.055.523.259,00 dengan
rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 1.206.821.193.661,00
2. Bertambah /Berkurang Rp. 121.795.740.325,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.328.616.933.986,00
b. Belanja
1. Semula Rp. 1.261.283.860.786,00
2. Bertambah /Berkurang Rp. 167.771.662.473,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.429.055.523.259,00
(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (100.438.589.273,00)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan
a) Semula Rp. 54.462.667.125,00
b) Bertambah/Berkurang Rp. 45.975.922.148,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 100.438.589.273,00

2. Pengeluaran .........



2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 0,00
b) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp.
Sisalebih pembiayaan anggaran

Setelah Perubahan Rp.

Pasal 2

100.438.589.273,00

0,00

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. pendapatan asli daerah :

1. semula

2. bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan
b. dana perimbangan :

1. semula

2. bertambah/(berkurang)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1. semula

2. bertambah

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan

Rp. 172.138.881.051,00
Rp. 6.086.022.028,00

Rp. 178.224.903.079,00

Rp. 919.608.608.000,00

Rp. 0,00
Rp. 919.608.608.000,00

Rp. 115.073.704.610,00
Rp. 115.709.718.297,00

Rp. 230.783.422.907,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah :
1. semula
2. bertambah/(berkurang)
Jumlah pajak daerah
setelah Perubahan

b. retribusi daerah :
1. semula
2. bertambah/(berkurang)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan

Rp. 136.000.000.000,00
Rp. (1.470.000.000,00)

Rp.134.530.000.000,00

Rp. 14.000.000.000,00
Rp. 0,00
Rp. 14.000.000.000,00

c. lain-lain .......



c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :
1. semula Rp. 22.138.881.051,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 7.556.022.028,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
setelah Perubahan Rp. 29.694.903.079,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. semula Rp. 79.079.241.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil

setelah Perubahan Rp. 79.079.241.000,00
b. Dana alokasi umum

1. semula Rp. 674.620.421.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana alokasi umum

setelah Perubahan Rp. 674.620.421.000,00
c. Dana Alokasi Khusus

1. semula Rp. 165.908.946.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp. 165.908.946.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :

1. semula Rp. 115.073.704.610,00

2. bertambah/(berkurang) Rp.1.355.518.297,00

Jumlah dana bagi hasil pajak

setelah Perubahan Rp. 116.429.222.907,00
b. bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 40.000.000.000,00

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah daerah lainnya

setelah Perubahan Rp. 40.000.000.000,00

c. pendapatan .......



c. Pendapatan Hibah :

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 74.354.200.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp. 74.354.200.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. belanja tidak langsung :

1. semula Rp. 627.612.638.273,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 745.746.312,00

Jumlah belanja tidak langsung

setelah Perubahan Rp. 628.358.384.585,00
b. belanja langsung :

1. semula Rp. 633.671.222.513,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 167.025.916.161,00

Jumlah belanja langsung
setelah Perubahan Rp. 800.697.138.674,00
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah :

1. semula Rp. 596.670.285.589,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. (46.326.688),00

Jumlah belanja pegawai

setelah Perubahan Rp. 596.623.958.901,00
b. belanja hibah :

1. semula Rp. 25.585.200.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.792.073.000,00

Jumlah belanja hibah

setelah Perubahan Rp. 27.377.273.000,00
c. belanja bantuan sosial :

1. semula Rp. 2.205.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah Perubahan Rp. 2.205.000.000,00

d. belanja .........



d. belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik :

1. semula Rp. 1.152.152.684,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah Perubahan Rp. 1.152.152.684,00
e. belanja tidak terduga

1. semula Rp. 2.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:
a. belanja pegawai
1. semula Rp. 35.214.228.121,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 12.740.132.562,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 47.954.360.683,00

b. belanja barang dan jasa :

1. semula Rp. 423.290.610.582,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 60.313.434.071,00
Jumlah belanja barang dan jasa

setelah Perubahan Rp.483.604.044.653,00

c. belanja modal :
1. semula Rp. 175.166.383.810,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 93.972.349.528,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp.269.138.733.338,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan :

1. semula Rp. 54.462.667.125,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 45.975.922.148,00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 100.438.589.273,00
b. pengeluaran sejumlah :

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan ........
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1. semula Rp 54.462.667.125,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 45.975.922.148,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan Rp. 100.438.589.273,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

atas :

a. Lampiran I

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V

f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII

e

Lampiran IX

Lampiran X

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-

lain;

k. Lampiran .........
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Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7
Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkanya Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan
realisasi Anggaran (LRA).
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota
Serang dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara terulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Serang; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.
Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mencakup :
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8 ......
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2019

WALIKOTA SERANG

ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

LILY MUSHLIHAT, SH, M.Si
NIP. 19740428 200112 2 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
( NOMOR URUT PERDA 9,55) / ( TAHUN 2019 )



